BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tulungagung dalam rangka menunjang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuain
terhadap uraian tugas pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494};

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 'Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679},

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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il.

12.

4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
Nomor 2 Seri D);

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 81 Talun 2014
tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung
(Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor
82);

/’/



3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
Badan  Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2014 Nomor 82} diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Susunan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan
Bencana terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub. Bagian Keuangan.
3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
1. Seksi Kedaruratan.
2. Seksi Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan  melaksanakan  kebijakan
penanggulangan bencana dan dukungan logistik pada
saat tanggap darurat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik
mempunyai fungsi:

a. perumusan Kkebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
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pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan

logistik;
c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat;

d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik;

e. pemantauan, -evaiuasi dan analisis pelaporan
tentang  pelaksanaan  kebijakan di = bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Pelaksana.

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 23

(1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
pada saat tanggap darurat;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di
bidang penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
pada saat tanggap darurat;

d. menyiapkan bahan kerja sama di Dbidang
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
pada saat tanggap darurat;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di
bidang penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
pada saat tanggap darurat;

g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
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pada saat tanggap darurat;

h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
pada saat tanggap darurat; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d angka 2, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

dukungan logistik;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar di
bidang dukungan logistik;

¢. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
dukungan logistik;

d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan
logistik;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di
bidang dukungan logistik;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang
dukungan logistik;

g menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan
logistik;

h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan
logistik;

i. menyiapkan behan dan material dukungan
logistik;dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.

Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni
BAB VA dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1
(satu) pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37A

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 81
Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung
sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat

berdasarkan Peraturan Bupati ini. /?/
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5. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tulungagung diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal Ii

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI TU GAGUNG,

q’_____.-——-——a
MARYOTO BIROWO
Diundangkan di Tulupgagung

pada tanggal 9 Desentber 2019
Pj. IS DAKERAH,

Drs. SUKAJI, M.5i.

Pembina Utama Muda
NIP. 16640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 80
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 79 TAHUN 2019
TANGGAL : 09 DESEMBER 2019

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
Instanst; Kepala Pelaksana
Profesional / Ahli BPBD
|
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
| l
SUBBAG. SUBBAQ. SUBBAG.
UMUM DAN
PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| { |
BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN
KESWAPSIAGAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK REHABILITAS! DAN REKONSTRUKSL
SEKS! SEKSI SEKS! * -
PENCEGAHAN KEDARURATAN REHABILITAS!
SEKSI SEKSI SEKSI|
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI

BUPATI TULUNGAGUNG,

ARYQOTO BIROWO



